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ABSTRAK

Pembajakan karya cipta lagu dilakukan dengan membajak lagu-lagu
yang saat ini sering dinyanyikan. Penegakan dan penanganan Hak Cipta tidak
pernah serius dan tuntas. Pembajakan yang dilakukan oleh orang yang tidak
bertanggung jawab sebenarnya memberikan dampak yang berkait terhadap
kerugian-kerugian yangditimbulkan, hilangnya keuntungan yang seharusnya
di dapatkan dari hasil penjualan_hasil karya cipta lagu.tersebut. Sehingga
dengan keluarnya Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diharapkan
pembajakan terhadap lagu dapat diberantas, dan disamping itu juga adanya
peran dari- masyarakat agar pembajakan ini bisa ditanggulangi dan
masyarakat bisa mulai mengerti' terhadap! perlindungan hak cipta lagu ini
sehingga pembajakan terhadap lagu dapat direda

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab
dalam penelitian Tesis ini tentang Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam
Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. dan Upaya Perlindungan Hak
Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini merupakan observational reseach dengan cara
survai, yaitu. penelitian yang mengambilwdata langsung dari
populasi/responden dengan mengadakan wawancara sebagai alat
pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan
sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika
dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang
Perlindungan Hak Cipta Lagu-Dalam Bentuk®VCD dan DVD Di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor'28 Tahun 2014.

Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan DVD Di Kota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta adalah Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para
pembajak untuk membuat produk VCD dan DVD Lagu bajakan yang harganya
yang relatif murah dibandingkan dengan VCD dan DVD original
Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu
sendiri, dimana masyarakat sebagal konsumen tidak hanya merasa tidak
bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa
diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset VCD dan DVD Lagu
bajakan sedangkan Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD
dan DVD Di Kota Pekanbaru bahwa penegakan hukum ini merupakan upaya
yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti hukum yang
sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku
dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang
bersangkutan maupun oleh para aparatur penegak Hukum yang resmi diberi
tugas dan kewenangan oleh Undang- Undang untuk menjamin berfungsinya
norma-norma Hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan
bernegara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum - Hak Cipta - VCD dan DVD



ABSTRACT

Piracy of song creation works is done by hijacking songs that are
currently often sung. Enforcement and handling of Copyright is never serious and
complete. Piracy carried. out by irresponsible people. actually has an impact
related to the losses incurred, the loss of profits that should.be obtained from the
sale of the_copyrighted work of the song. So that with the issuance of the
Copyright Act No. 28 of 2014 it is hoped that piracy on songs can be eradicated,
and besides that there is also the role of the community so that this piracy can be
overcome and the community-can begin to-understand the copyright protection of
this song so that piracy, of songs can be reduced

Based on the above background, the problem that will be answered in
the research of this Thesis is the Protection of Song Copyrightin VCD and DVD
Forms in the City of Pekanbaru Based on Law Number 28 of 2014 concerning
Copyright. and Protection of VCD and DVD Songs in the City of Pekanbaru.

This type of research is observational reseach by survey, which is
research that takes data directly from the population / respondent by
conducting interviews as a data collection tool, then from the data taken is
processed so that conclusions are obtained by the deductive method. Whereas
when viewed from its nature, this research is descriptive, namely research that
explains in clear and detailed sentences about the Protection of Song Copyright
in VCD and DVD Forms in the City of Pekanbaru Based on Law Number 28 of
2014.

Copyright Protection-in VCD and DVD Forms in the City of Pekanbaru
Based on Law No. 28 of 2014 corncerning Copyright is this condition is the strong
foundation of the pirates to make pirated Song VCD and DVD products that are
relatively cheap compared to VCDs and Original DVD. The development of
piracy is inseparable from the role of the community.itself, where people as
consumers not only feel innocent by buying pirated products, but often feel
benefited by the very cheap price of pirated Song VCDs and DVDs while Song
Copyright Protection in the Eorm of ¥CD and DVD In Pekanbaru City, this law
enforcement is an effort made to make the law, both in a narrow legal sense and
in a broad material sense, as a code of conduct in every legal act, both by the
legal subjects concerned and by enforcement officers Laws that are officially
given the duty and authority by the Act to ensure the functioning of legal norms
that apply in the life of the community and state.

Keywords: Legal Protection - Copyright - VCD and DVD
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dibalaskan oleh Allah SWT;
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ber dari karya
ndang. lDengan
enjadi hal yang
dalam rangka

egara semakin

dengan tdak mengurangi pembatasa batasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sedangkan pengertian dari ciptaan atau karya cipta adalah

hasil setiap karya pencipta yang menunjukan keasliannya dalam lapangan ilmu

pengetahuan, seni atau satra.

'Abdul Thalib, Teori dan Filsafat Hukum Modern Dalam Perspektif, UIR Press, Pekanbaru, 2005,
hal.17

Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Yrama
Widya, Bandung, 2001, hal. 5
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Dalam perkembangannya yang sering mendapat perhatian dari sisi

perlidungan hukum adalah karya cipta lagu. Pembajakan pada karya cipta lagu

sudah berjalan sejak tahun 80-an dimana pembajakan bisa dilakukan di rumah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis, tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Cipta Dalam Bentuk VCD DAN DVD di Kota Pekanbaru Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

> OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 210

10
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B. Masalah Pokok
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dalam penelitian ini beberapa masalah pokok yang dirumuskan dan dicari

VCD dan

or 28 Tahun

Bentuk VCD

>
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Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis

khususnya pelanggaran hak cipta lagu di Kota Pekanbaru.

11
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2. Untuk dapat mendatangkan manfaaat bagi peneliti yang akan

memperdalam kajian dalam Hukum Bisnis, dan juga para mahasiswa/wi

lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

walaupun hals : § % ; adap masalah yang
dihadapi.* r1 gejala-gejal

yang tidak . Fungsi teori

®

dalam pene¢ petunjuk dan

2
L3 & B

)
[
ggv
=
oAt
BN

permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis,

Penelitian ini merujuk kepada tesis sebelumnya yaitu tesis dari Junaidi
Abdilah Siregar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Kajian
Hukum Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Terhadap Penggunaan

Perangkat Multimedia Audio Digital di Pekanbaru, metode pendekatan yang

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, Ul-Press, 2010, hal. 6
3 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 2003, hal. 15

12
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digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu suatu
penelitian yang dilakukan dalam rangka menggali tentang perlindungan hak

ekslusif dari pencipta lagu terhadap penggunaan perangkat multimedia pada

disimpulka

Pekanbaru

faktor eko

Abdilah Siregar meneliti selain faktor penyebab terjadi pelanggaran hak cipta
musik, juga meneliti tentang hambatan apa yang ditemukan dalam penenggakan
hukum di lapangan, sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang bagaimana
penanggulangan pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Lagu serta perlindungan

terhadap pemegang Hak Cipta Lagu tersebut, kemudian mengenai tahun, penulis

®Junaidi Abdilah Siregar, Kajian Hukum Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu Terhadap
Penggunaan Perangkat Multimedia Audio Digital di Pekanbaru, Tesis, Universitas Islam Riau,
2010

13
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meneliti mengenai pelanggaran Hak Cipta Lagu pada tahun 2011 sedangkan

peneliti sebelumnya mengacu pada data pelanggaran Hak Cipta lagu Tahun 2004

hingga 2009.

pan manusia.
easi akal dan

gan hak cipta.

S e

bk S & 1
5
5
7
2,

ight, yang padanan
&

dengan pengaruh pemikiran hukum dari Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang
sangat menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang
dikenal pada sistem hukum sipil. Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor

hukum alam dari negaranegara yang menganut sistem civil law menjelaskan

" Rooseno Harjowidigdo, Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Pelaksanaannya),
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.1

8 Salman Luthan, Delik-Delik Hak Cipta, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII
Yogyakarta, 2010, hal.1

14



bahwa hokum alam merupakan akal budi, oleh karena itu diperuntukkan bagi

makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Ini

berarti hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum
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menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta.'

? Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia
(Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), PT Rineka Cipta, Jakarta,
2005, hal. 3

' Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 25

1 Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, op.cit., hal. 12.

2 Ahmad M. Ramli, H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan
Rahasia Dagang, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4

15
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Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas
kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa HKI adalah pengakuan dan

dengan memak: N2 intelektualny ‘ pribadi yang

menghasilkannya me at kepemilikan berupa he h' (natural). Dapat

dikatakan ba

5 Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di
Indonesia, makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil
Ketua/ Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, Semarang,
20-24 Juni 1995, hal. 26.

' Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 45

'S ST. Fatimah Madusila, Telaah Sosio Yuridis Pelaksanaan Performing Rights (Hak
Mengumumbkan) Berkenaan dengan Implementasi di Bidang Hak Cipta Karya Musik, Jurnal
Hukum, Tahun II, Nomor 3, Januari 2001, hal. 161
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kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat,

maka sistem HKI berdasarkan pada prinsip'®:

1. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

alnya, wajar

‘ g
.Q adaban, dan martabat manusia.
4. Prinsip Sosial (#/ ‘
Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk
memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi
kepentingan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya HKI dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu'’:

' Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan
Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 26-27.
' OK. Saidin, Op.Cit, hal. 13-14.
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1. Hak Cipta (copyrights) yang terdiri dari hak cipta dan hak-hak yang

berkaitan dengan hak cipta (neighbouring rights).

2. Hak Kekayaan Perindustrian yang terdiri dari:

i;é

Jjustificati

diberikan ki

AL

lebih luas. argaan) bagi si

pencipta d. s right system,

AR NN

yaitu pene ] : ) e taannya lebih

merupakan bidang hukum perdata, yang termasuk dalam bagian hukum benda.
Khusus mengenai hukum benda terdapat pengaturan tentang hak-hak kebendaan.
Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan

immateriil. Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah Hak atas Kekayaan

** Ibid, hal.16
' Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit., hal. 53
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Intelektual (Intellectual Property Right), yang terdiri atas hak cipta (copyright)

dan hak milik industri (industrial property right).

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (standart of copyright

terkandung hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) dari
pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak

untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut

? Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.198
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berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak
ciptanya tersebut oleh pihak lain berdasarkan lisensi.”!

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melindungi

moral melekat pada

h\“ .,é ena bersifat

ciptanya. Ada " gairal ake ingkatkan kesejahteraan

masyarakat.”
yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Perundangan itu
hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian
masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam

Pasal 24-26 mengatur tentang hak moral yang sekaligus di dalamnya terkandung

! Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya
Bakti Bandung, 2007, hal.18

> Ibid., hal. 26

» Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh & Andriana Krisnawati, Op.Cit., hal. 3-4.
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pula hak ekonomi. Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta
mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaaannya, artinya dalam kurun

waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya

berwujud
dan timb 1k, hak cipta
dapat pul af ‘_1 aan itu. Hak
Cipta dapa; kum. Salah satu
cara pengal u lebih dikenal

yang terjangkau o hak cipta sebagai chingga j at dalam bentuk

akte notaris da

Pemegang QQ : si kepada pihak lain
berdasarkan surat perjanjia . i mumkan atau memperbanyak
atau menyewakan ciptaan dengan jangka waktu tertentu. Lisensi berlaku untuk
seluruh wilayah Indonesia, dalam perjanjian tersebut, bisa diatur mengenai
pemberian royalty kepada pemegang hak cipta dengan berpedoman kepada
kesepakatan organisasi profesi. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat

Jenderal HAKI agar mempunyai aibat hukum terhadap pihak ketiga.

2 Ansori Sinungan, Pengertian Hak Cipta, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007, hal. 1
2577
Ibid, hal.1
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Ada dua subyek hak cipta, yaitu :

1. Pemilik hak cipta (pencipta), adalah seorang atau beberapa orang

secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan

Cipta, setiap ciptaan baik itu dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra
medapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hak cipta yang diberikan
tersebut di dasarkan pada beberapa alasan yakni:

1. Mendorong kreativitas dengan menghormati karya cipta orang lain;

2. Meningkatkan iklim usaha dibidang hak cipta sehingga investor

21pid, hal. 3
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berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia;

3. Adanya kepastian hukum pada masyarakat pencipta.”’

Pada tahun 1445 ditemukannya cetakan buku di Gutenberg dan Kupfertich

umumnya

salinan atau

bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut,

sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa
persetujuan pemegang hak cipta.
Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif

pemegang hak cipta termasuk, kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi,

YTOK. Saidin, op.cit, hal. 111
Syafrinaldi, Hukum Perlindungan Paten: Hak Paten Membuka Peluang Ekonomi Negara dan
Daerah Di Era Globalisasi, UIR Press, Pekanbaru, 2006, hal. 144
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mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,

merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO yang secara internasional
juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi Bern. Secara
umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa
persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia juga mengenal konsep "hak ekonomi" dan "hak

moral". Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas
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ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau

pelaku yang dalam hal ini seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan

dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan

ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau

pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang
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menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara

keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan

mempe

tertentu.

membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung
jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual,

termasuk Hak Cipta.

9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

10. Hak Cipta, suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak
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ciptaannya memberi izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundangan yang berlaku.

11. Yang dimaksud dengan Pencipta adalah:

melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang hak cipta. Hak cipta dapat
dialihkan sebagian atau seluruhnya: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian
yang harus dilakukan dengan akta.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai

dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk
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menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode
yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

ng dalam penelitian

) H“ ‘ .@ cngan cara

yaitu mengenai perlindungan hak cipta lagu di kota Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru, yang dimana Kota Pekanbaru
merupakan Ibu kota Provinsi Riau dan salah satu kota besar di Indonesia

yang tumbuh dengan pesat, sehingga tak jarang sering terjadi pelanggaran

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hal. 10
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hak cipta lagu sering terjadi.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang

Responden | Keterangan
1 Sensus
1 Sensus
1 Sensus
50 Purposif
Sampling

a. Data Primer adalah data uta

penulis. Data yang dimaksud diatas berupa wawancara dan kuesioner

yang berhubungan langsung dengan responden.

na yang diperoleh secara langusng oleh

3% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

31 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, Yokyakarta, 2010, hal. 22
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b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung.

Data yang dimaksud diatas berupa buku-buku hukum Bisnis, peraturan

perundang-undangan, Jurnal/ Artikel/ Tesis Terdahulu dan Internet.

dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para
ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar

yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan
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menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal

yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum. **

)
%

-~
&
r
o
o
o
o
4
g
v
’
¢

o

*2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal.
42
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum

merupakan suatu ciptaan.
c) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 (1)

33 Edy Damian, Hukum dan Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan Ke 3, Bandung, Alumni, 2005, hal.
99 -106.
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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang

lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

d) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta,
yang pada intinya tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut
perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan ini perlu
dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya

secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga
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berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1
ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tersebut di

atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

menciptake iptaa pta ah tercipta lebih

dahulu.

saja dan hanya bersangkut paut karang-mengarang saja, sedangkan
cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres
memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta.
Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh.

Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan
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Auteursrecht adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan
disingkat menjadi Hak Cipta.*

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai

ak Cipta adalah

mumkan atau

Hak kebendaan ini menurut Sri Sudewi M. Sofwan dirumuskan bahwa hak mutlak

atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu

#J.C.T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan, Jembatan, Jakarta,1973, hal. 21-24.
3 Harsono Adisumantono, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika Pressindo,
Jakarta, 1990, hal. 4
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bendadi mana hak itu memberikan kekuasaan langsung ats suatu benda dan
dipertahankan terhadap siapapun.*

Mariam Daus berpendapat bahwa hal kebendaan terbagi atas dua bagian

yaitu : Hak kebe

hak milik. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 2 Undang-Undang No.
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
Undang-Undang No.12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Telah di ubah

dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yang di berlakukan pada tanggal 30

36 Sri Soedewi Masjshoen Sofyan, Hukum Perdata Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.
5

37 Mariam Darus Badrulzaman, Mancari Sistem Hukum Benda Nasional BPHN, Alumni,
Bandung, 1983, hal. 12
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Juli 2003. perkembangan Undang-Undang tentang hak cipta berkaitan dengan isu
penegakan (enforcement) yang tidak saja menjadi isu nasional, akan tetapi juga

isu regional dan internasional. Pengertian hak cipta terdapat pada pasal 1 ayat (2)

Pencipta adalah :
a. Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,
imajinasi, keeekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan

dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

* Sentosa Sembiring, op.cit, hal. 21
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b. Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang

lain dibawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang

ciptaan tersebut;

menunjukk
dimaksud
produser re
amasikan, atau

2 seni lainnya.*

Seseorang yang telah mencurahkan segala daya upaya-nya untuk menciptakan
atau menentukan sesuatu, dia mempunyai hak alamiah atau hak dasar untuk
memiliki dan mengawasi apa yang telah diciptakannya Dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights,

menyebutkan bahwa "Everyone has the right to the protection of the moral und

¥ Bintang Sanusi, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 14
* Hendra Tanu Atmaja, Hak Cipta Musik dan Seni, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 12
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material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of
which he or she is the author". Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat

perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan

’roperty Right
tidak dalam
wujud kebe : ebu 2} ib apada pemilik dan
engedarkannya,
it dengan batasan

ai hak eksklusif

Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:
(1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara

' Anwar Sidik, Hak Milik Intelectual (Intelectual Property Right), Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
hal. 9

2 Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika,
Jakarta, 2002, hal. 2
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otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program

diperuntukkan bagi pemegangya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian
“mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya kegiatan
menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual,

menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan
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kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada
publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang

lya maupun

kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda
bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini
menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, UU

2

No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta
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yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat
diwariskannya hak cipta.*?

4. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

adalah s

ncipta suatu
ciptaan menjadi pemilik per s ciptaan bersangkutan. **

Hak Cipta

tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya. Pengertian pemegang hak
cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta yaitu :“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta,
atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut”.

# Agus Sarjono, Hak Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 2006, hal. 34
* Eddy Damian, op.cit., hal.124.
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Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak

cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak

cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut

dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah
seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah
orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan
ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi

menjadi hak cipta.
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Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama
dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan

karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan;

o
2]
ipte
Fel
w‘:
[
! pita

a.

dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.

b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya
lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.

c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat

bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No. 28 Tahun

* Ibid., hal. 127
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2014 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus

dilakukan.

Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UU

dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak
yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada
perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak
pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar

hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)).
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5. Pengaturan Tentang Hak Cipta
Sejak zaman Belanda Hak Cipta diatur pada Auteurswet Tahun 1912 Stb.

No. 600. aturan tentang hak cipta ini tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan

dibidang Ht

ndungi pencipta dan
hasil karya dibidang karya

ilirannya dapat

pemberian perlindungan terhadap karya sasatra dan karya seni dalam Berne
Convention 1886, telah mengilhanai lahirnya beberapa konvensi susulan yang
merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara

lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta

4 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit, hal. 27
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yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, misalnya karya cipta di bidang
Phonograms, Distribution Programme Carrying Signals Transmitted by Satelite.

Beberapa kesepakatan bersama antar negara yang mengatur masalah hak

Producers of

Selain itu, terdapat pula konvensi internasional yang mengatur juga
masalah hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual pada umumnya yaitu :
a. Trips (Marakesh Agreement 15-04-1994);
b. OAPI (Bangui Agreement Revising Extracts 24-02-1999);

c. OAPI (Bangui Agreement 02-03-1977,

47



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

d. NAFTA (Intellectual Property Excerpts 08-12-1993);*
Dari rangkaian kesepakatan bersama di bidang hak cipta maka Bern

convention merupakan konvensi tertua yang mengatur masalah hak cipta.

............ equail ] : as effective and

uniform a me possib ‘ f autl ] / ry and artistic

a pada 1 November 1912 juga
memberlakukan keikutsertaannya pada konvensi bern berdasarkan asas
konkordansi bagi Indonesia Dengan perkataan lain Indonesia semenjak tahun

1912 telah mempunyai UU Hak Cipta (Auteuresvlet 1912) berdasarkan UU

belanda tanggal 29 Juni 1911 (Staatbled Belanda Nomor 197) yang member

* http ://www.wipo.org, diakses tanggal 12 Agustus 2017

* Rahmi Juned, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika Press, FH-Unair,
Surabaya, 2001, hal. 25

* Eddy Damian, op.cit, hal. 58-59
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wewenang pada Ratu Belanda untuk merncerlakukan bagi negara Belanda sendiri

dan negara-negara jajahannya konvensi Bern 1886 berikut revisi yang dilakukan

pada 13 November 1908 di Berlin. Namun demikian , semenjak 15 Maret 1958

peralihan UUD 45 maka semua peraturan perundangan peninggalan jaman
kolonial Belanda tetap langsung berlaku sepanjang belum dibuat yang baru dan
tidak bertentangan dengan UUD 45. Berdasarkan ketentuan tersebut maka khusus
yang berkaitan dengan pengaturan hak cipta diberlakukan Ateurswet 1912

peninggalan kolonial belanda. Tiga puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1982

30 Ibid, hal. 60
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baru Pemerintah RI dapat membuat UU hak cipta nasional yang dituangkan dalam
UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta ini banyak mengalami perubahan serta

penambahan peraturan pelaksana.”’

Cipta;
2) PP No.l Tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan
untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan.penelitian dan

pengembangan".

*! Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 41
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3) Keppres RI No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention

for the Protection of Literaray and Artistic works.

4) Keppres RI No. 17 Tahun 1988 Tentang Pengesahan persetujuan
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10) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW 07.03 Tahun 1990

tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
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11) Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.02 .I :C.03.01 Tahun 1991

tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran

ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.>>

dungi oleh

UUHC ad 1an d G ctahua an sastra yang

Drama, tari (koregrat

6) Karya pertunjukan;

7) Karya siaran;

52 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Alumni, Bandung, 2005,
hal. 14

» Rachmadi Usman, Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia), Alumni, Bandung, 2003, hal. 12
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8) Seni rupa dalam bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrali. seni pabat, seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni

kerajinan tangan;

perwajahan . arye dikenal dengan

"typolograp ngeme itu aspe i pa asunan dan bentuk

pengetahuan lain. Sedangkan ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan
seperti ceramah, kuliah dan pidato.

UUHC menyebutkan lagu atau musik berarti sebagai karya yang bersifat
utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan
aransemennya termasuk notasi yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu

atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Gambar antara lain
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meliputi : motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar

tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Pengertian kolase adalah

komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas,

komunikasi massa gambar gerak (moving image) antara lain meliputi : Lagu
dokumenter, Lagu iklan, reportase atau Lagu cerita yang dibuat dengan skenario
dan Lagu kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dengan pita soluloid, pita
video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan

untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di

5% Ibid, hal. 14
55 Ibid, hal. 15
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media lainnya. Karya serupa itu dibuat oeh peusahaan pembuat Lagu, stasiun
televisi atau perorangan. *°

Bunga rampai adalah karya cipta meliputi : ciptaan dalam bentuk buku

ngurangi  hak

sebut, sedangkan

a) Hasill rapat terbuka lembaga-lembaga Negara
b) Peraturan perundang-undangan.
c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah

d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau

%6 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta : Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan,
Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal. 52
*7 http://www.pubic.HakCipta.go.id: HKI, diakses tanggal 12 Agustus 2012
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e) Keputusan hadan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis
lainnya.

Selain perlindungan untuk bentuk ciptaan diatas maka ada ciptaan yang

dilindungi oleh ne y a dala 2 Nomor 28 Tahun

ide, jadi buk dungi i | S de an yang dilindungi
adalah bentu : i sebuah cipta an buka 0 erupakan sebuah

as dalam bidang

adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak

harus baru atau unik, namun harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan

seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat pribadi.”
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Penjelasannya menyatakan

bahwa : “Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena

> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit., hal. 56.
% Rachmadi Usman, Op.Cit, hal. 122.
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karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan

keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau

keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”. Terhadap

j) 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

2) Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang
dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
a) Program komputer;

b) Sinematografi;

% Etty. S. Suhatdo, Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah, Semarang, 2000,
hal. 34
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c) Fotografi;

d) Database;

e) Karya hasil pengalihwujudan;

adalah hak yang di miliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan
keuntungan atas ciptaannya. Hal ekonomi ini merupakan hak khusus bagi
pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan
memberi ijin untuk itu. hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-
kepentingan yang Dbersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya

kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak -cipta
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tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu
bahwa ciptaanciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu

mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk

a hal itu dapat

kurang adil,

kekeluargaan,

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta
untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap
undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang

diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum,

%! Bambang Kesowo, op.cit, hal. 24
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setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi

jenis hak®* :

1) Hak Pengadaan Atas Ciptaan

kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau
penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak
baru berupa foreign right, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar
negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan

buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan

2 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit, hal. 67-73.
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demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga
mendapatkan perlindungan sebagai foreign right.

5) Hak pertunjukkan (performance right), yaitu hak untuk

2 ¢
%

tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
8) Droite de Suite, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
9) Hak pinjam masyarakat (public lending right), yaitu hak pencipta atas
pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang

dipinjam oleh masyarakat.
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Hak ekonomi (Economic Rights) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1
UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan

dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran

a, termasuk

ekonomi yang
ciptaan-ciptaan
sebagai hasil oleh pil an yang A amiah sebagai suatu

emadai karena

its benefits.
b) Everyone has the right to the protection of the moral and material
interest resulting for many scientific, literary or artistic production of

which he is the author.%’

% Saidin, Aspek Hak Kekayaan (Intelektual Property Right), PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal.
17
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Dalam bunyi pasal diatas, dapatlah dilihat bahwa hak ekonomi juga

dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal

27 ayat (1) diatas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang

bidang ilmu

baany

L LY

reputation) hak-hak moral (moral rights) yang diberikan kepada seorang
pencipta mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi

(economic rights) yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.
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Menurut desbois dalam bukunya Le Droit D Auteur (1966) berpendapat
bahwa sebagai suatu elektrin, hak moral seorang pencipta mengadung empat

makna, yaitu **:

3)

4) pta : hak untuk

o
a
v
g
o
g

dicantumkan :

bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan
konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut
dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk
mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan

penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut

% Adi Sumarto Harsono, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Penerbit Akademika
Pressindo, Semarang, 1990, hal. 54
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merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta

dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah

memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak

selama pen:
perubahan, tetapi apabi ;p'ré a telah meninggs diperlukan izin dari

ahli warisn

3) mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan
4) mengubabh isi ciptaan.
Dua hak moral utama menurut /ndonesia-Australia Specialised Training

Project Phase I adalah:

8 Walter Simanjuntak, Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri, Jakarta, 2007, hal. 23
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1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu: hak pencipta untuk
memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna

mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja

AN

Vel
' 4
o
o
7
v

perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan
nama atau nama samara Pencipta.
4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai

dengan kepatutan dalam masyarakat.

M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 28
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Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta

memiliki hak untuk:

atau nam 1 dalam ciptaannya

N e
S LA TN
> Y
&

a

k perubahan

, perusakan,

\ & Yo

NavALNA

pada akhirnya

tidak satupun

pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hak tersebut
merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Pasal 6 bis Bern Convention
menyebutkan:
“Independently of the author’s economic rights, and even after the
transfer or the said rights, the author shall have the right to claim

authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other
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modification of, or other derogatory action in relation to, the said work,
would be prejudicial to his honour or reputation”.

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral,

dapat dilep

A Wamaanttyy

at pada si pencipta,

meninggal
dapat  disita i itu diperoleh : kum. Hal ini
mengingat ci nunggal dengan diri pencipta da fat tidak berwujud,

maka pada

terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral
pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah
diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan

suatu tuntutan hokum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang

7 OK. Saidin, op.cit., hal. 69.
88 J. C. T. Simomangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Jakarta, Jembatan, 1983, hal. 167.
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melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan

melanggar hokum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan

penciptanya

instansi pe

lembaga pe

ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya
perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan
karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan
bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik

yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak

% Romchadi Usman, Op.Cit, hal. 6
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mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan. Dalam Pasal 35 ayat

(4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: “Ketentuan tentang

pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban

Sifat

Pendaftaran

pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.
Dengan ketentuan Pasal 36 ini, pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang
bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan

penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak

didaftarkan tersebut, hanya sekadar menerima permohonan dan mendaftarkan

" Bambang Kesowo, op.cit, hal. 44
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ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang
bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau
bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi

tanggung  jawab st ire : : yang  bertugas

dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta, dan kepada hakim diserahkan
kewenangan untuk mengambil keputusan. Karena ciptaan yang tidak didaftarkan
akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan
yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkan ciptaan tersebut berarti orang yang

namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai pencipta atau

pemegang hak milik atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak
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ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar
dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak

milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang

deklaratif, sebak aftara ptaan i % ilakukan dan dalam
hal ini pe
pendaftaran afta : nye ’ ikan s pasif, artinya semua
permohonan

penelitian

<%
S NETE |

sehingga dapat menghapuskan kekuatan hukum pendaftaran ciptaall atas nama
seseorang yang bersangkutan. Selain itu, kekuatan hukum dari suatu pendaftaran
ciptaan, juga hapus karena:

1) Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya

tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

" Rochmadi Usman, op.cit, hal. 138.

72



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2) Lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan
Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.

Sesungguhnya mendaftarkan suatu ciptaan tentu tidak ada ruginya,

X
€nc

A A N

50
|-
= -
o
&

yang t

Pasal 37

&
=
g
=
<
o
o
aQ
=
o,
1)
3
o
=

ciptaan dalam Daftar Umu taa : atas permohonan yang diajukan
oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kep'ada Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI dengan
surat rangkap 2 (dua) yang ditulis daiam bahasa Indonesia dan disertai contoh

Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Terhadap permohonan

pendaftaraan ciptaan tersebut, Direktorat Jenderal HaKI akan memberikan

" Imam Buchori Zainuddin, Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya, Sinar Grafika ,
Jakarta, hal 65
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keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
pemohonan secara lengkap.”

Sebelumnya, syarat dan tata cara permohonan pendaftaraan ciptaan ini

01- HC.03.01 Tahun

nohon atau oleh

an permohonan

1) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
2) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
3) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;

4) Jenis dan judul ciptaan;

5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;

3 Ibid, hal. 139
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6) Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.
Permohonan pendaftran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau

langsung menghadap sendiri di Direktorat Jenderal HaKI, dengan melampirkan ;

tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia;

7) Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan yang
ditetapkan Pemerintah;

8) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini dapat
dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor

M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan NPWP
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dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan
Hak Cipta Terdaftar;

9) Apabila pemohonnya lebih dari seorang, nama-nama pemohon harus

Indonesia, ﬂ-' kep an p ftaran ciptaa H arus memilih

pta, pemegang

hor
“

hak cipta, n. p a, jenis dan judul ciptaan, tanggal dar at permohonan
sebagai Selanjutnya,
Direktorat J an administratif.

uhi persyaratan

akiman dan Hak

tersebut. Permohonan pendaftaran ciptaan akan menjadi batal demi hukum
seandainya dalam jangka waktu itu, pemohon ternyata tidak memenuhi atau
melengkapi persyaratan yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan administratif terpenuhi, dilanjutkan lagi dengan
pemeriksaan substantif guna membuktikan keorisinalan ciptaan. Artinya,

pemohon benar-benar sebagai pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang
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dimohonkannya. Pemeriksaan substantif di sini berfungsi untuk menentukan suatu
permohonan ciptaan dapat didaftarkan atau sebaliknya ditolak untuk didaftarkan.

Pemeriksaan substantif ini meliputi:

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan keputusannya
dan hasilnya akan diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan
pendaftaran ciptaan ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani

pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya

" Ibid, hal. 54
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didaftarkan dalam daftar umum ciptaan yang terdapat di Direktorat Jenderal
HaKI. Permohonan keberatan atau gugatan tersebut harus diajukan dalam waktu 3

bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau

kuasanya.

Ciptaan ters

disebutkan:

administratif dan substantif dldaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan.
Pasal 39 UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan, dalam Daftar Umum
Ciptaan dimuat antara lain:
1) Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;

2) Tanggal penerimaan surat Permohonan;

3) Tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37; dan
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4) Nomor pendaftaran Ciptaan.
Pengaturan hak cipta dalam sistem hukum nasional merupakan langkah

indikasi dalam melindungi kepentingan pencipta atas ciptaannya. UUHC

perjanjian . ' m-nasional dengan

tujuan melind 1 ; a . ‘ 0 sistem hukum

Indonesia a eberapa aitu diatur 252 HC Nomor 28

UUHC yang

d. Ciptaan tari, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan rekaman
suara;

e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahhat, seni patung, dan
kaligrafi;

f. Seni batik;

g. Arsitektur;

79



h. Peta;
1. Sinematografi;

j- Fotografi;

k.
1.
~
1°]
=
berupa pe

=
wh
Er - konsep, fakta
<3 % ciptaan ter:
o = p
® 3
= e a.
e .
E- ; kan suatu ciptaan
é E , keterampilan,
S
ﬁ. : as dan bersifat
- >
2 3

‘E'
T 2
— = b.
‘E“ =
=]
=

Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang
menerima hak cipta tersebut

4) Badan hukum

5) Negara, atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya

nasional lainnya, foklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik
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bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan
itu belum diterbitkan.”

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 UUHC Nomor 28 Tahun

istem hukum nasional

ciptaan de

didengar, at:

Hak ada ¢ C k ﬂ apat disamakan

” Tim Lindsey dan Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung,
2003, hal. 39

7 Bayu Tapa Brata.V., Videografi dan Sinematografi Praktis, Elex Media Komputindo, Jakarta,
2007, hal. 4

7 Henry Selistiobudi, Catatan Kritis atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, Jurnal,
disampaikan dalam seminar, FH-UII, 2004, hal. 5

™ Sujud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta,
2003, hal 15.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

yang terjadi p S ; ceka clektual di bidang
hak cipta sang nprihatinkan, A ¢ : arya cipta di bidang

musik dan lag 125 Kbl &iotam dilakukan lewat

nasional mauf rnasional pembajakan lagu

Pekanbaru, tidak lepas dari kondisi sestal ekonomi yang ada dimasyarakat dan
kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat
produk-produk bajakan yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat dengan
harga yang murah. Disamping itu berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari

peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya

merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi seringkali

" Imam Buchori Zainuddin, Op.Cit. hal. 5
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merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset, VCD, dan DVD hasil

bajakan tersebut.

Menurut Sekjen Asirevi, maraknya penjualan kaset VCD dan DVD

setiap peredaran VCD dan DVD bajakan yang telah merugikan Negara ratusan
juta rupiah tersebut. *!
Pada dasarnya perlindungan terhadap hak cipta bukanlah permasalahan

yang baru dalam bidang hukum perdata karena masalah ini telah diatur sejak 30

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI
Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018

#! Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

83



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tahun silam yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982,
namun demikian keberadaan Undang-Undang tersebut seakan-akan tidak mampu

menjawab permasalahan maraknya peredaran karya-karya hak cipta dibidang

ekslusif peneip enerir ak : “ penggandaan
haruslah se ak cipt % & pakan bagian dari
Hak Kekayse ( kKtua -:. ; -H :: : ara penulis dengan
Wakasat . esta b i ng  siap sihak-pihak yang

melaporkan : i ) t dan musik yang

diterima laporan maupun tidak ada laporan.™

Apabila kita mengamati perkembangan pembajakan pada saat ini hal ini
terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan dengan setengah hati sehingga

tidak ada satu kasus pembajakan-pembajakan VCD / DVD yang dapat dipakai

%2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018
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sebagai yurisprudensi. Hal ini terlihat di kota Pekanbaru yang mana di daerah

Kecamatan Kota banyak tempat-tempat penjualan VCD dan DVD bajakan baik

yang ada di kaki lima maupun yang menggunakan Toko.

penulis den at Reskrim Polresta

‘ ‘ ! ‘ hir-akhir ini
D dan DVD

ang terkait dalam

enjual VCD dan

. a Cg hukum jarang sekali
melakukan operasi VCD da ‘ asarkan pantauan penulis bahwa
para aparat penegak hukum di kota Pekanbaru kurang tegas menangani masalah
pembajakan VCD dan DVD di kota Pekanbaru. Selama ini tidak ada komitmen
dan keseriusan dari semua pihak dan juga ketegasan dari penegak hukum dalam

menegakkan (Undang-Undang Hak Cipta, maka pelanggaran Hak Cipta dalam

%3 Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018
% Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018
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bentuk kaset VCD dan DVD akan semakin marak dan terbuka. Hal ini disebabkan
kemampuan untuk memberantas praktek pembajakan hukum, melainkan juga

tergantung pada penegakan hukumnya. Namun pihak kepolisian membantah

a . angkap setiap pelaku
D e# . hal tersebut

Kepolisian

Kaki Lima

Lagu bajakan, menyatakan mereka menjualnya disebabkan karena berbagai
faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

% Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

% Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Juli 2018
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Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual VCD
dan DVD Lagu bajakan, sebagaimana dikatakan oleh Yandi penjual VCD dan

DVD bajakan yang berada di kawasan pasar Pusat Pekanbaru. Menyatakan

diperoleh ST ' 10 y an Marpoyan
Damai me
diantaranya VCI au ¢ agu d ' negeri maupun
Lagu luar neg aya menju *-: >t ::' na k ﬂj annya lumayan

serta memil

terdiri dari 8 (delapan) bahkan 10 (sepuluh) Lagu didalamnya, sedangkan kaset
asli hanya 1 (satu) Lagu saja didalamnya, dan tidak ada Lagu lain.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Yandi Penjual VCD dan

DVD bajakan tentang manakah yang lebih laris VCD/DVD dalam negeri atau

%7 Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Juli 2018

% Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
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VCD/DVD luar negeri, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa

VCD/DVD luar negeri lebih laris, ketimbang VCD/DVD dalam negeri. Hal

tersebut dikarenakan masyarakat Pekanbaru kurang tertarik dengan Lagu dalam

Masyarakat kita secara sosial dan budaya terbiasa untuk membeli produk-

produk

% Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018

* Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018

! Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI
Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018
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asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak
memperdulikan apakah produk yang dibeli asli ataukah tidak, yang penting

harganya murah. Disamping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya

Kepulauan Rieg enurut hemat pe e aja terjadi karena
Batam adal ' i, segala sesuatu bisa dilakuka Kota tersebut.
Namun ke agi kepada masyarakat kita bahwa a budaya tidak malu

menggunaka uk bajaka ﬁ yaan masyarakat

para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat
berpindah secara cepat kelokasi yang berbeda.

3. Faktor Pendidikan.

Selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau

penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut

%2 Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
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mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Hak

Cipta dipengaruhi oleh faktor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat

terhadap tujuan c ‘ ‘ ndang hak cipta itu
sendiri. Ketida ““\‘ .Qa .

ak _Ci i 4 Hﬂ arakat biasa,
bl

dalam

tetapi jug

=
=]
a
=]
o
=
oL
=
g
=]

menengah,

aNAL

Hak Cipta

Keti

AHAEY

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Acuan Penjual VCD dan
DVD bajakan tentang apakah Bapak mengetahui mana VCD/DVD asli atau
bukan, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perbedaan

antara VCD/DVD bajakan sangat jelas sekali, kalau VCD/DVD yang asli ada

% http : /wiki.org/haki/. Diakses tanggal 09 Agustus 2018
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logo ASIREVI dan PPN nya, sementara kalau yang bajakan sama sekali tidak ada,

kualitas gambarnya pun kurang jelas (gelap). *

4. Rendahnya Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan.

cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Para Penegak
Hukum melakukan sweeping saat Undang-Undang yang baru mulai diberlakukan.

Selama satu tahun masa sosialisasi sweeping pun harus dilakukan keberbagai

°* Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
% Hasil wawancara penulis dengan Kepala Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H. pada
tanggal 03 Agustus 2018
% Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
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lingkungan masyarakat bukan hanya ke toko-toko VCD dan DVD tetapi juga ke
produser, instansi pemerintah, serta para penegak hukum itu sendiri. Hendaknya

sweeping dilakukan seiring dengan penyuluhan isi Undang-Undang Hak Cipta

kan dan ilmu

g. Karya arsitektur;

h. peta; dan

i. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan
terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal

dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

7 Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting,
S.H.,M.H pada tanggal 07 Agustus 2018
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(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua)
orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang

meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun

(3) Pelin an | an scba sud 1 ayat (1) dan

selama 50

DVD bajal ; ; [ ik ang oleh Undang-
Undang, d Wa ara. terse ! eterangan bahwa yang

namanya bajakar ne dil: . ta : na 1, kalau tidak

dan dilindungi oleh Undang-Undang, dan setiap bentuk pelanggaran hak cipta
yang sangat merugikan para pencipta harus ditanggulangi. Sebaliknya dalam
batas-batas tertentu pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, hasil ciptaan

seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa seizin

% Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
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pemilik yang bersangkutan tanpa perlu takut dikategorikan sebagai pelanggaran

hukum terhadap hak cipta.

Indonesia pernah dikecam dunia Internasional karena lemahnya

definisi teori perlindungan hukum meliputi:
a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
b. Subyek hukum; dan

c. Obyek perlindungan hukum.

" Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Op.Cit, hal. 45

1% Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54

" Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.
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Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial
(law as tool of social engginering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan

yang dilindungi dan_dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound

ilegal dijual ¢ ) | IREVI Wihadi
Wiyanto bahwa u ) Jijua U ( an yang jumlahnya
| b= : a Indonesia adalah

sebesar Rp. 40

yang timbul akibat adanya tinda

anusia yang menghasilkan karya-
karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Hukum
memberikan perlindungan terhadap seniman dan karyanya yang lahir dari sebuah

proses penciptaan daya intelektual, karsa dan rasa sang seniman.

2 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

' Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI
Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018
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Pengaturan mengenai hak cipta sendiri nyatanya telah mengalami

beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta yang sedang
banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh
pemerintah pada masyarakat semenjak setahun yang selalu seperti apa yang
diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78 yang berbunyi Undang-
Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 16 Oktober

2014. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk
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mensosialisasikan undang-undang hak cipta itu pada masyarakat. Dalam

pengamatan selintas upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam

masyarakat karena dilapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya

masyarakat
Sebagairc verlu adany: gaturan meng mbatasan pengertian
hak mengu can de alam UU Hak Cipta

2002 tidak

penting di dalam industri bisnis dunia hiburan. Sayangnya perlindungan terhadap

hak ekonomi mereka dipandang kurang memadai, hal ini didukung dengan
banyaknya fenomena penjiplakan ataupun bajakan hasil karya para pencipta lagu.
Dapat dikatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta 2002 memang terdapat pasal yang

mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun a contrario

1% pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
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dengan tidak diimbanginya perlindungan terhadap esensi materi suatu karya
ciptaan, maksudnya belum termuatnya pasal yang melindungi ciptaan dari

pembajakan dan sebagainya. Berdasarkan hal itulah, sesuai dengan fungsi

Hak Cipta

antaranya meng ger : lungan hak cipta,
pembajakan, pe Iran m ai 1 an sebagainya.
Langkah te 2 1pay 3o oara kK lebih melindungi

hak ekonomi . dan ha ~pencipta dan p . @it sebagai unsur

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta.
Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hak cipta dapat
diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang
kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik,

lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang
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dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang
dihasilkan. '

Di dalam UU Hak Cipta 2002, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai

hak eksklusif

masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil bagi pencipta, sebaliknya
pemanfaatan ciptaan tanpa batas waktu oleh pencipta juga membawa
ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi yang terjadi antara pendukung hak
cipta dengan yang menolak hak cipta adalah bahwa hak cipta memiliki masa

berlaku yang terbatas (copyright is limited in time). Hak-hak yang tercakup di

19 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif,
Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011, hal. 74-75
1% pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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dalam hak cipta, adalah hak eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa
hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak

untuk: 1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan

apan Undang-
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Pasal 2

hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada
pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat dapat diganggu gugat. Hal ini
sejalan dengan prinsip droit inviolable et sacre dari hak milik itu sendiri. Hak

eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan

17 Hak Cipta”, http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 11 November 2014.
1% Hasil wawancara penulis dengan Kepala Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H. pada
tanggal 03 Agustus 2018
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hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan
manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman

secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun

aya sang seniman
lebih mem gan moralitas
dirinya keti

Pela mbajakan hak cipta

ARAERARANY

itu sendiri kesenian dan

orang lain tanpa seizin pemegang hak cipta yang sebenarnya. Karenanya

perbuatan penjualan karya cipta bajakan seperti DVD illegal merupakan “delik
biasa” bukan “delik aduan™'?’.

Artinya jika ditemui pelanggaran terhadap hak cipta sehubungan dengan

penjualan DVD bajakan, maka aparat penegak hukum dituntut untuk bertindak

1% Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H.
pada tanggal 03 Agustus 2018
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langsung guna menangani dan menyelesaikannya dengan tuntas tanpa harus

menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang dirugikan, yaitu

pihak Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu

dibidang Haki semakin diperlukan di Propinsi Riau umumnya Kota Pekanbaru.
Lebih tegasnya menyatakan bahwa pihak Kepolisian memegang peranan
dalam penanganan kasus pembajakan DVD dan VCD yakni selaku penyidik yang

merupakan gerbong terdepan dari system peradilan pidana dan penegakan hukum

" Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
""" Hasil wawancara penulis dengan Penjual VCD dan DVD bajakan di Kota Pekanbaru pada
tanggal 11 Agustus 2018
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atas Hak Kekayaan Intelektual dengan pertimbangan kedudukan pihak Kepolisian

sebagai penyidik, Kamtibnas yang sarana dan jangkauan serta personilnya

menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sehingga diberikan wewenang melakukan

Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek
moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yan
telah dijual ke perusahaan rekaman oleh penciptanya, tidak boleh nama pencipta
lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut

dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang

"2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

103



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Hak Cipta kita saat ini. Karena Undang-Undang tersebut mengakui dimensi moral
dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan

ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi

manusianya (HAR hak yang melekat
pada h terhadap
hak moral san mana diatas
dalam Unc '

jika diband pinggir jalan

yang ada di DVD bajakan,
namun kurang te khirnya dengan

alasan ekonomis tan pembajakan, pengeda ari D/DVD bajakan tetap

pemidanaan terhadap terdakwa menggambarkan lemahnya penegakan hukum

dalam bidang HAKI di Kota Pekanbaru.'"

' http : /wiki.org/haki/. Diakses tanggal 05 Agustus 2018

""* Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting,
S.H.,M.H pada tanggal 07 Agustus 2018

"5 Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting,
S.H.,M.H pada tanggal 07 Agustus 2018
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Dari perspektif sosiologi hukum khusunya dalam ranah tiga komponen
dasar berbentuk segi tiga (triangle), yakni kompnen dasar tersebut satu sama lain

saling berhubungan dan mempengarui. Ketiga komponen itu adalah:

pada Undang-Undang Q@
mensosialisasikan perunda ‘
hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang HAKI, dalam
kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat.''®

Hak cipta yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual telah

menjadi topik isu yang menarik untuk dikaji. Tidak disangkal bahwa saat ini

banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di dunia maya (internet).

"1® Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intelectual Property Right, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2005, hal. 12
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Banyak orang sering mendownload lagu-lagu atau pilm secara gratis tanpa
dikenakan biaya atau download dari website seperti google dan youtube. Hal

tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan kerugian ekonomi, tidak hanya

persoalan. yang merasa

dirugikan an ketentuan
yang berla

ciptaan itu

suatu kewa

s LA )
£

LE e

maupun pem
pendaftaran ciptaai : al di pengadilan
apabila timbul sengketa 1 sebut. Perlindungan
hak cipta tidak dibe ) % & ak cipta harus memiliki
bentuk yang khas, bersifa ‘ a =" an keaslian sebagai ciptaan
yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu
dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi
yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat

bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di
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Indonesia sendiri, menurut UU Hak Cipta 2014, pemberlakuan jangka waktu
perlindungan hak cipta ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun.'"’

Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan

tuk menikmati hak
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dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh
terhadap pencipta dalam mengekspolitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena
menjadi kurang terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian
berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa atas tindak pidana di

bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk diberlakukan. Hal ini

"7 Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
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dikarenakan hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif,

sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang

paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu

sebagian. Bahkan jika dilihat dari segi fungsi, UU Hak Cipta 2002 dianggap
sudah tidak mampu lagi memberikan perlindungan baik hak ekonomi maupun hak
moral para pencipta dan pemilik hak terkait.

Materi penggantian suatu undang-undang hanya dapat dilakukan apabila
terdapat perubahan yang mengakibatkan sistematika serta materi undang-undang

tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen). Jika dicermati di dalam UU
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Hak Cipta sendiri nyatanya banyak sekali pasal-pasal yang terkesan multitafsir
sehingga tidak mengandung kepastian hukum. Di dalam UU Hak Cipta 2002,

tidak tergambar secara jelas adanya perlindungan hak ekonomi dan hak moral

cipta dan
teknologi 1
dan sebag : cait deng al te PR rsama-sama dengan
Pemerintah mela adan Y j % -H :: ‘- ela goantian UU Hak
danya jaminan

perlindungan dan ke i : atikan kepentingan para

pencipta dan S i aApul i-1m baru yang diatur di

1.

meninggal.''® Sementara di dalam ak Cipta 2014, perlindungan hak cipta
dilakukan dengan waktu lebih panjang yakni 70 (tujuh puluh) tahun dengan alasan
untuk lebih menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih

lama untuk menikmati hak ekonominya.'" Hal ini dilakukan untuk menghormati

para pencipta dan memberikan kesempatan yang lama agar para pencipta dapat

"% Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
"9 Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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menikmati hak mereka. Ambil contoh Gesang misalnya, pencipta lagu Bengawan
Solo selalu mendapatkan royalti sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dari Jepang dan dengan penambahan masa perlindungan hak cipta, maka ahli

yang sangat pen tidak hanya 3 a saja akan tetapi
juga untuk Snya, S dapat 1 ak cl lari karya cipta

tersebut.

penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang dimaksud jual putus adalah
perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui
pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut

beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik

120 pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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dikenal dengan istilah sold flat.'*' Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

pengertian jual putus (sold flat) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang

mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa

sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman.'*
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase,
atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

2! penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
122 pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi
pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.'*® Dengan

begitu, maka setiap perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak untuk

pidana di [ : ; : : : '; ; 0] an bahwa hak cipta

adalah hak Kep 3 bersifat ek . nanya pencipta atau

rasionya personal (pribadi) yang merasa dirugikan tersebut akan mengadu kepada
pihak berwajib supaya kasusnya diusut.'**
Terkait dengan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa penempatan delik

aduan sudah cukup tepat dikarenakan dalam melakukan proses hukum, aparat

penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah

'2 Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
124 Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018
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mendapatkan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan.

Aparat penegak hukum dirasa tidak akan dapat bergerak sendiri tanpa adanya

pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa

dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat

perbelanjaan yang dikelolanya.

Materi mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas
tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di pusat

tempat perbelanjaan yang dikelolanya telah diatur di dalam Pasal 10 UU Hak

123 Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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Cipta 2014, Ide ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap
memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran

hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola

pelanggaran ha alaur i 0 ng dijual di dalam

toko-toko : at perbelanjaanr Hak Cipta

benjual barang-

lagu, di pusat

tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau
pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang
dikelolanya di dalam UU Hak Cipta 2014, secara tidak langsung akan membantu
meningkatkan reputasi mereka dan kenyamanan serta keamanan konsumen dalam

membeli produk mereka.Tingginya tingkat kepercayaan dan kenyamanan

126 pasal 10, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
12" Pasal 114, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

114



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

konsumen dirasakan akan berdampak pada keuntungan usaha dan juga dapat

menarik lebih banyak para investor nantinya.

5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek

ataupun OJK belum memiliki departemen khusus untuk menentukan nilai jaminan
dari sebuah hak cipta. Pihak perbankan di Indonesia belum mempraktikkan hak
kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai jaminan kredit dengan cara
fidusia dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan

tersebut dapat berkaitan dengan nilai, pasar, kepemilikan dan kewenangan

128 Pasal 16 ayat (3), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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pengajuan hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan adanya ketidakpastian
tersebut maka sangat besar kemungkinan timbulnya resiko bagi pihak perbankan

untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu obyek jaminan. Akan tetapi,

eperti hak cipta
salnya Amerika,

keuangan. Oleh

a2t
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tersebut.
6. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif .

Sebenarnya ketentuan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di

dalam UU Hak Cipta 2002 sudah diatur namun belum diatur secara rinci. Pasal 45

ayat (4) UU Hak Cipta 2002 hanya menyebutkan “jumlah royalti yang wajib

129, Satrio, Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung: Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti, 2005, hal. 17
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dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan

organisasi profesi'’””. Akan tetapi ketentuan tersebut memiliki penafsiran yang

sangat luas da i_keberadaan LMK.

pencipta akan berk e 18 aenghasilkan karya
Ciptaan merek catat ada % ;ﬂ 1 Karya Cipta
Indonesia ( I 1 :. C . .,' / % ‘!‘ lustri Rekaman

Indonesia

juga, permasalahan lainnya terdapat beberapa LMK yang tidak memiliki
manajemen yang baik dalam mendistribusikan hasil pengambilan royalti dari
masyarakat kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Keadaan tersebut jelas

sangat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

130 pasal 45 ayat (4), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
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Oleh karena itu, UU Hak Cipta 2014 telah mengatur secara rinci mengenai
keberadaan LMK. Di dalam UU Hak Cipta 2014, pengaturan mengenai LMK

lebih diarahkan kepada mekanisme “one-stop-shop”. Artinya penarikan royalti ke

kewajiban ba 1K C operasional kepada
Menteri, sehingg asyarakat tidak perl ada LMK yang
“nakal” dalan jalank Gaiatatin 1 ¢ C 1K diharuskan

melaporkan he

kesempatan bagi para pelaku pertunjukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi
yang lebih baik dari penggunaan secara internasional produksi audio visual pelaku
pertunjukan serta memberikan perlindungan dari penggunaan tanpa ijin
penampilan mereka dalam berbagai media audio visual seperti televisi, film dan

radio. Artinya pelaku pertunjukan mempunyai hak wuntuk mendapatkan

1! Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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pembayaran yang wajar. Pembayaran royalti inilah merupakan salah satu bentuk
implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta. Hal ini tidak Iain

merupakan bentuk konsekuensi logis akibat berlakunya ketentuan TRIPs di

pertunjukan (royalti)

3 mi- ke ,'“
“1‘9“‘ .9 eka dalam

LMK ternyata

adap royalti'**.

(satu) pintu dalam UU Hak Cipta 2014 ini dapat terwujud.

7.  Ekspresi budaya tradisional Materi mengenai ekspresi budaya tradisional
telah diatur secara rinci di dalam UU Hak Cipta 2014.
Ide ini dilakukan, karena upaya perlindungan atas ekspresi budaya

tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dirasakan

132 pasal 90, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
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kurang mendapat perhatian dari pihak Pemerintah. Meskipun telah diatur

sebelumnya di dalam Pasal 10 UU Hak Cipta 2002, akan tetapi pengaturan

tersebut dirasakan belum maksimal, dikarenakan Pemerintah sampai sekarang

karena itu Penulis berpendapat bahwa sebaiknya folk lore atau kebiasaan yang
menjadi suatu tradisi dalam budaya sebaiknya diatur dalam undangundang
tersendiri, terpisah dengan lingkup UU Hak Cipta'*’.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, materi-materi baru yang

tertuang di dalam UU Hak Cipta 2014 diharapkan dapat menjadi suatu langkah

'3 Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, hal.
154
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baru untuk lebih memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum bagi para
pencipta dan juga pemilik hak terkait. Jika dianalisis menggunakan teori hukum,

Penulis berpendapat bahwa UU Hak Cipta 2014 dinilai telah sesuai dengan teori

nd. Di mana hukum

ALt

-
=
28

=

kreatif di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang

besar terhadap perekonomian nasional Indonesia.

B. Kendala Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk VCD dan
DVD Di Kota Pekanbaru

Permasalahan yang terjadi di bidang perLaguan yaitu pembajakan pada

bidang perLaguan sudah berjalan sejak tahun 80-an di mana pembajakan bisa
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dilakukan di rumah dengan melakukan penggandaan dari dilakukan dengan
membajak dari Lagu-Lagu yang belum beredar dan belum ditayangkan di

Indonesia kemudian pelakunya sudah mengedarkan di Indonesia. Berkaitan

> 3
=
s
=
o
2
g
=

LRAGNR
£

1. 5] nde belum merasa bersalah

2. Aspek Sosial, dimana seharusnya penegak hukum harus dilakukan tanpa
pandang bulu.
3. Aspek hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai hukum

HKI. dan para penegak hukum dan masyarakat.'*

1 Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir Kompas, 2007
3 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI
Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018
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Menurut Abdussalam Berbagai pelanggaran norma atau kaidah yang

sering terjadi dimasyarakat adalah akibat '*°:

1. Sikap lunak terhadap pelanggar hukum yang dianggap kecil atau ringan

aktor-faktor yang

menjadikan pene mengenai % akkan di Indonesia.

Negara mempunyai tanggung jawab mensejahterakan masyarakat. Ini
merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD
45 dinyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” karena timbulnya pembajakan dan

ketidaksadaran akan penghargaan hak kekayaan intelektual adalah akibat

13 Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Restu Agung,
Jakarta, 2007, hal. 78
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minimnya daya beli masyarakat. Minimnya daya beli masyarakat akibat
minimnya pendapatan masyarakat. Minimnya pendapatan masyarakat akibat

kemiskinan structural, kemiskinan struktural akibat ketidakadilan sitem yang

diciptakan oleh pe nanggulangan. ti C hak cipta pada bidang

&,
‘ ‘ ‘ ‘l S a, kesadaran

dalam bel

kemampua

ARRANAEY

diungkapka

sistem  peradila ida lapat - arapkan of: atu-sa sarana
penanggulangan kejahatan wungkinan besar adanya
pelaku-pela i ¥ : d ‘ a proses peradilan

pidana."’

penekanan dari kelompok kelompok interest dan pengaruh dari pendapat
umumnya merupakan sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku

manusia dari pada sanksi Hukum.'*®

57 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
hal. 7

18 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan dan Pembangunan Hukum Pidana
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 42
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Penegakan Hukum atas Hak Cipta biasanya dilakukan oleh pemegang Hak
Cipta dalam Hukum Perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi

pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini

semakin lazim s pelanggaran Hak
Cipta d ing singkat
satu bul dak disertai
denda sejumlah p lima milyar
rupiah, sen ; ak pidana hak

peraturan perundang-undan da le asi dari Perundang-undagan
tersebut. UUHC sendiri telah menyediakan sarana dan dasar dalam penegakan
hukum. Sedangkan implementasi dari suatu aturan hukum tergantung pada upaya-
upaya dan langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum yang berwenang
untuk itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wakasat Reskrim Polresta

Pekanbaru tentang, apakah dalam melakukan operasi penanggulangan peredaran
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VCD dan DVD bajakan mengikutsertakan pihak lain atau bekerjasama dengan
pihak lain, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pihaknya

memang harus mengikutsertakan pihak lain, karena apabila dikerjakan secara

o berat te dah dikerjakan, dan

“Q‘.“ .@ dan dibantu

80-an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi
permasalahan saja sama seperti “Never Ending Story”. Dalam hal ini diragukan
juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta.'*’

Dari ketentuan tersebut, maka dengan pembuktian yang cukup sederhana

sebenarnya aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan terhadap

1% Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018
"0 Ibid, hal. 44
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praktek pembajakan, sehingga kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek
pembajakan tersebut dapat dikurangi. Apabila hal tersebut juga dimaksudkan

sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana pembajakan nampaknya hal

Pekanbaru tenta ahka ‘ : hak cipta diproses

Kepengadi ( : Wawanc CIC rangan, sejauh ini

tidak ada s hdap pelahs ang tidak diproses
masalah yang

hak cipta ini,

dapat dijamin setelah bebas nanti, sipelaku akan berbuat sama lagi atau tidak. '**
Kendati tidak difomulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti
rumusan terfsebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang-

bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat

! Ibid, hal. 57

'*2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018

' Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Noak Pembina Aritonang. SIK, selaku Wakasat
Reskrim Polresta Pekanbaru pada tanggal 12 Agustus 2018
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membuahkan Hak Cipta. Tindak pidana yang terdapat di bawah bab tentang

<

perbuatan curang ini oleh R. soesilo diklasifikasikan sebagai “ perbuatan-

perbuatan penipuan tentang Hak Cipta *

Soesilo, mal
menerima‘.

menjadikan

Sedangkan,

Dalam hal penanganan kasus hak cipta dapat menjadi perhatian, apakah

perbedaan tersebut mempunyai dampak terhadap usaha penanggulangannya.'**
Ketentuan pidana yang dipergunakan untuk melindungi Hak Cipta
mengalami peubahan dan perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan dan

perubahan mengenai ketentuan pidana ini senantiasa di sesuaikan dengan

44 R. Soesilo, KUHP serta Komentarnya, Politeia, Bogor, 1991, hal. 19
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perkembangan dan perubahan bidang-bidang hak Cipta yang mencakup bidag

ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Dinaikkannya ancaman pidana bagi

pelanggar Hak Cipta dapat dikatakan mendapat pengaruh dari sektor ekonomi,

Hal itu memang mudah sekali. Kemudian berkembanglah pada laser disc sampai
masalah DVD. Pada laser disc yang terjadi bukanlah pelanggaran hak cipta, tetapi
yang terjadi adalah parallel import. Khusus masalah paralel import, telah diatur
suatu Undang-Undang dibidang perfiliman dan tata cara suatu Lagu dapat masuk
ke Indonesia.

Pembajakan DVD dan VCD dilakukan dengan membajak dari Lagu-Lagu
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yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakunya
sudah mengedarkannya di Indonesia. Berkaitan dengan itu, kini telah dimasuki era

DVD. DVD itu sendiri ada 2 (dua) macam yaitu DVD bajakan dan pararel import.

bekerja mak

Dala

%.- 0
¢_J

LA
)

platform, dan harus ada ketegasan dalam hal ini.

Suatu sinisme yang mengatakan bahwa Lagu asing tidak perlu diambil
pusing, satu hal yang harus difikirkan dalam hal ini adalah dampak ekonominya,
sebagai contoh sekarang ini boleh dkatakan bahwa gedung bioskop hanya tersisa
600 layar. Padahal pada tahun 1980-1995 mencapai 200 layar. Bioskop-bioskop

menengah bawahpun telah tutup.
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Disamping itu perfiliman nasional dengan biaya produksi yang cukup
besar malah menimbulkan masalah baru, karena tidak ada bioskop yang bisa

dipergunakan untuk memutar dikalangan bawah, yang ada hanyalah bioskop

masih bisa

Lagu, soft

(Optical Di

2
oo
=3
<
oo
=
@
=~
=

pembajakan d

ini dalam katego ’6 sudah diturunkan menjadi
watch list.
Menurut Kepala K baru bahwa upaya perlindungan

terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan VCD dan DVD harus dilakukan
secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Kota Pekanbaru sudah
dapat dikategorikan parah dan membahayakan. Untuk itulah diminta aparat
penegak hukum dan jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurangi bentuk
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada masalah pembajakan

semua VCD dan DVD yang marak di Kota Pekanbaru. Tidakan preventif
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ditunjukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya penghargaan terhadap

hasil cipta manusia/ HKI.'*

Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesaman antar dua ciptaan yang

membuktikan bahwa

ciptaan y ak " \ ‘d n menentukan
apakah suatu bay : 0T ak ';' subt: al dengan menelitia
apakah bagian.ya 1guna itu pe ', me _ | embeda atau bagian

yang mudah dikenali. Bagia ak he atall bentuk besaran

suatu hak cipta adalah saat seseorang :

2) Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak
lain untuk melanggar Hak Cipta;

3) Memiliki hubungan dagang dengan barang bajakan ciptaan-ciptaan yang

dilindungi hak cipta

'3 Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pidum Kejari Riau, Risky Rahmatuloh., S.H
pada tanggal 03 Agustus 2018
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4) Mengimpor barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta
untuk dijual eceran atau didistribusikan

5) Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan

hari semak ning 2i | § ‘, ichnya sangat
jarang kasus-kas gg ¥ an ke Pengadilan.

Padahal, ka clanggaran ters el an mudah dihampir

membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan Internasional yang
ditandai semakin tidak jelasnya batas-batas antar Negara telah meningkatkan
transaksi dagang, maka dengan terbukannya pasar dalam negeri dan luar negeri
sebagai salah satu akibat globalisasi liberalisasi perdagangan tersebut

menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan cakram optic yang melonjak

dengan pesat baik yang legal maupun yang illegal di Indonesia. Dengan jumlah
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penduduk Indonesia lebih dari 250 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik

bagi produksi rekaman melalui cakram optic terutama produk bajakan yang dijual

dengan murah.

membayar royalty pajak, rumah produksi dan biaya promosi disamping
kualitasnya  rendah, belum optimalnya pengawasan impor mesin
pengganda/replikasi serta pengawasan impor bahan baku.

Masalah pembajakan DVD apabila terus dibiarkan akan menimbulkan
dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal/ dalam

memperluas usaha, menurunnya/ terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar
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Negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya
persaingan yang tidak sehat dipasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan

Negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke

pemantau [ pelaksana gsia sesuai dengan

ketentuan

Tindaka venti 'j S€ -H :': C aS3 ‘y p tempat yang
diduga mempro i : : 12 nproduk bajakan.
Sedangkan laka S ] al HAK. Sementara

menurut Ke ‘ ila ; eka . e kkan dan melindungi

vada pihak yang dinilai
mempunyai kepedulian terha engl : an penegakan HKI.'"

Menurut Sekjen ASIREVI sering kali tindakan preventif lebih penting dari
pada tindakan represif. Hanya saja tindakan preventif masih terhalang dengan
masih minimnya daya beli masyarakat. Harga produk yang asli melambung tinggi

melebihi kemampuan masyarakat untuk membelinya. Minimnya daya beli

masyarakat terhadap produk asli memang merupakan permasalahan klasik. Oleh

' Tim Lindsey dan Eddy Damian, op.Cit, hlm. 89
"7 Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Martin Ginting.,
S.H.,M.H pada tanggal 10 Agustus 2018
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karenanya, disarankan kepada produsen Lagu untuk tidak memasang harga yang
mahal atas produknya, jika harganya terlalu mahal, akan sangat memungkinkan

bagi pembajak untuk memalsukan produknya.'**

ain ang menjadi dilema

Y

upaya

aru yang dilakukan

melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh
kalangan masyarakat. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta
yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk

disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan hal ini berarti pemerintah

"% Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yusak Irwan Sutiono, selaku Sekjen ASIREVI
Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2018
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memiliki waktu satu tahun untuk mensoialisasikan Undang-Undang Hak Cipta itu
pada masyarakat.

Melihat hal tersebut, menurut pengamatan penulis bahwa sepintas upaya

penerapannya _r 3 , . | osialisasi Undang-
Undang ini ari | aan b tu ban : goaran yang masih
berlangsung dalam n at menjelang mauy P dang-Undang ini

diberlakuka

lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.
2. Upaya Represif
Upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-
produk bajakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan melakukan
razia dan perampasan produk VCD dan DVD bajakan yang dilakukan oleh pihak

kepolisian yaitu pihak Polresta Pekanbaru di bulan Mei tahun 2001. Operasi
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dilakukan diberbagai daerah atau tempat yang digunakan untuk menjual CD/

VCD dan DVD bajakan. Operasi berhasil menyita ribuan CD / VCD dan DVD

bajakan.

dian, sedikit demi
cembali  barang
sa dan terang-

alan. Kondisi ini

Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana,
sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen
yang berada dibalik aksi pembajakan.

Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan ditempat-tempat

umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain. Pada akhirnya usaha

terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah
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dan khususnya aparat penegak Hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri
praktek pembajakan terhadap produk rekaman. Konsistensi menegakkan Hukum

tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD /

AR AN

ganti rugi.
untuk mene
dengan me
Termasuk d

maksud un

Lo E MDA

a
5
S
S
=
=
=t
g
=N

dilanggar, s
menerbitkan pe 2 1ya pelanggaran dan
masuknya barang 'G pta dan hak terkait ke jalur
perdagangan termasuk tinda .

Perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan
Karen pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, pengadilan niaga dapat

menerbitkan surat penetapan sementara (ex parte) dengan segera dan efektif untuk
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1. Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah

masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak terkait

kedalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.

il. imp k berkai cng % an hak cipta atau hak

111 ] akeye i , erikan bukti

Hak Cipta zan upaya hukum pidana disbar 2 clakukan tuntutan
perdata me dile jag: 1k me i gi, walaupun
demikian, s¢ . ) yang telah berlaku dan

kesadaran h g ki eningka 2 0 tang diharapkan

atas bidang ini kian d Qﬁ

Secara garis besar . S o2 yang terdapat di Negara-negara
bersistem hukumkan Common Law. Hal ini diungkapkan guna memberi
pemahaman komparatif mengenai bagaimana ganti rugi berlaku, mengenai
perundang-undangan di Indonesia telah bergerak kearah pengadaftasian konsep
ganti rugi hukum Common Law sebagai cara untuk menegakkan hukum Hak
Cipta di Indonesia. Pihak yang merasa sangat dirugikan karena terjadinya

pelanggaran hak cipta, pengadilan niaga (atas permintaan yang merasa haknya
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dilanggar) dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara yang diberlakukan
segera dan efektif, sambil pemprosesan gugatan perdata, perkara pelanggaran Hak

Cipta dimuka Pengadilan Niaga.

)
%

-~
&
r
o
o
o
o
4
g
v
’
¢

o

141



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB 1V

PENUTUP

dan DVD Di Kota Pekanbaru bahwa penegakan hukum ini merupakan
upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti
hukum yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai
pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek
hukum yang bersangkutan maupun oleh para aparatur penegak Hukum
yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang- Undang untuk

menjamin berfungsinya norma-norma Hukum yang berlaku dalam
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kehidupan masyarakat dan bernegara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat

bebas di Kota
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